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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Tinjauan Tentang Apotek 
2.1.1 Definisi Apotek  
Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek 
kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus 
sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Depkes RI, 
2016) 
2.1.2 Sarana dan Prasarana di Apotek  
Sarana dan prasarana Apotek dapat menjamin mutu sediaan Farmasi, alat 
kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta kelancaran praktik pelayanan 
kefarmasian. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan 
kefarmasian di Apotek meliputi sarana yang memiliki fungsi (Depkes RI, 2016):  
1. Ruang penerimaan Resep 
Ruang penerimaan Resep sekurang-kurangnya terdiri dari tempat 
penerimaan Resep, 1 (satu) set meja dan kursi, serta 1 (satu) set komputer. 
Ruang penerimaan Resep ditempatkan pada bagian paling depan dan mudah 
terlihat oleh pasien (Depkes RI, 2016) 
2. Ruang pelayanan Resep dan peracikan (produksi sediaan secara terbatas)  
Ruang pelayanan resep dan peracikan atau produksi sediaan secara 
terbatas meliputi rak obat sesuai kebutuhan dan meja peracikan. Di ruang 
peracikan sekurang-kurangnya disediakan peralatan peracikan, timbangan 
Obat, air minum (air mineral) untuk pengencer, sendok Obat, bahan 
pengemas obat, lemari pendingin, termometer ruangan, blanko salinan Resep, 
etiket dan label obat. Ruang ini diatur agar mendapatkan cahaya dan sirkulasi 
udara yang cukup, dapat dilengkapi dengan pendingin ruangan (air 




3. Ruang penyerahan Obat  
Ruang penyerahan obat berupa konter penyerahan obat yang dapat 
digabungkan dengan ruang penerimaan resep (Depkes RI, 2016).  
4. Ruang konseling  
Ruang konseling sangat dibutuhkan untuk proses pelayanan 
kefarmasian klinik yaitu untuk kegiatan konseling. Dengan adanya ruang 
konseling privasi klien dalam melakukan proses konseling lebih terjaga. 
ruang konseling sekurang-kurangnya memiliki satu set meja dan kursi 
konseling, lemari buku, buku-buku referensi, leaflet, poster, alat bantu 
konseling, buku catatan konseling dan formulir catatan pengobatan pasien 
(Amalia, 2019) 
5. Ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis 
pakai  
Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, 
kelembaban, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan 
keamanan petugas. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak/lemari 
Obat, pallet, pendingin ruangan (AC), lemari pendingin, lemari penyimpanan 
khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan Obat khusus, 
pengukur suhu dan kartu suhu (Depkes RI, 2016).  
6. Ruang arsip  
Untuk menyimpan dokumen – dokumen supaya lebih tertata rapih dan  
tersimpan dengan baik dokumen dokumen yang dimiliki oleh Apotik 
sehingga jika memiliki ruang arsip apabila mencari suatu dokumen akan lebih 
cepat menemukan dokumen tersebut (Amalia, 2019) 
2.1.3 Tujuan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek 
Dalam standar pelayanan kefarmasian di suatu Apotek menurut  (Depkes 
RI, 2009a) dalam (Prabandari, 2018) bertujuan untuk: 
a. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian 




c. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional 
dalam rangka keselamatan pasien.. 
2.2 Tinjauan Tentang Pelayanan Kefarmasian 
2.2.1 Definisi Pelayanan Kefarmasian 
Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung 
jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud 
mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Untuk 
menjamin mutu pelayanan kefarmasian di Apotek, harus dilakukan evaluasi 
mutu Pelayananan Kefarmasian. Ketentuan mengenai evaluasi mutu 
pelayananan kefarmasian tercantum dalam standar pelayanan kefarmasian 
(Depkes RI, 2016). 
2.2.2 Standar Pelayanan Kefarmasian 
Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan 
sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan 
kefarmasian (Depkes RI, 2016). 
2.2.3 Sarana Pelayanan Kefarmasian 
Dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian terdapat berbagai sarana, yaitu 
(Depkes RI, 2009a): 
a. Instalasi farmasi rumah sakit 
b. Puskesmas  
c. Klinik 
d. Toko obat  






2.2.4  Ruang Lingkup Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek 
Menurut Depkes RI (2016) Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi 2 
(dua) kegiatan, yaitu : 
1. Kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, 
Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai  
a. Perencanaan 
b. Pengadaan 
c. Penerimaan  
d. Penyimpanan  
e. Pemusnahan 
f. Pengendalian  
g. Pencatatan dan pelaporan.  
2. Pelayanan farmasi klinik. 
a. Pengkajian Resep  
b. Dispensing 
c. Pelayanan Informasi Obat (PIO) 
d. Konseling 
e. Pelayanan Kefarmasian di rumah (home pharmacy care);  
f. Pemantauan Terapi Obat (PTO)  
g. Monitoring Efek Samping Obat (MESO).  
Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan 
prasarana. 
2.3 Tinjauan Tentang Swamedikasi 
2.3.1 Definisi Swamedikasi 
Menurut Tjay dan Rahardja (2007) Mengobati diri sendiri atau yang lebih 
dikenal dengan swamedikasi berarti mengobati segala keluhan dengan obat-
obatan yang dapat dibeli bebas di Apotek atau toko obat dengan inisiatif atau 
kesadaran diri sendiri tanpa nasehat dokter  (Muharni et al., 2015). Swamedikasi 
biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan yang 




maag, cacingan, diare, penyakit kulit dan lain-lain (Depkes RI, 2007). Menurut 
(WHO, 1998) dalam (Ibrahim et al., 2016) Responsible Self Medication, 
swamedikasi atau self-medication perlu memperhatikan beberapa hal, 
diantaranya:  
a. Obat yang digunakan adalah obat yang terbukti keamanannya, kualitas dan 
khasiat.  
b. Obat-obatan yang digunakan adalah obat yang diindikasikan untuk kondisi 
yang dikenali diri sendiri dan untuk beberapa kondisi kronis atau berulang 
(beserta diagnosis medis awal). Dalam semua kasus, obat-obatan ini harus 
dirancang khusus untuk tujuan tersebut, dan akan memerlukan bentuk dosis 
dan dosis yang tepat. 
2.3.2 Pelaksanaan Swamedikasi 
Pelaksanaannya harus memenuhi kriteria penggunaan obat yang rasional, 
antara lain (Kemenkes RI, 2011) : 
1) Tepat diagnosis  
Suatu diagnosis harus spesifik, karena merupakan perkiraan yang 
diperlukan untuk pindah ke tahap berikutnya (Kemenkes RI, 2011). 
2) Tepat indikasi penyakit  
Kesesuaian pemberian obat antara indikasi dengan diagnosa dokter. 
Pemilihan obat mengacu pada penegakan diagnosis. Jika diagnosis yang 
ditegakkan tidak sesuai maka obat yang digunakan juga tidak akan 
memberi efek yang diinginkan (Untari et al., 2018) 
3) Tepat pemilihan obat  
Satu atau lebih golongan obat akan ditentukan oleh setiap tujuan terapi. 
Berhubungan dengan pemilihan kriteria kelas terapi dan jenis obat 
berdasarkan pertimbangan manfaat, aman, mutu dan harga obat 







4) Tepat dosis  
Pemilihan    obat disesuaikan    besaran,    frekuensi,    rute pemberian,  
dan  lama  pengobatan  untuk mencapai hasil terapi (Bestari & 
Karuniawati, 2019) 
5) Tepat cara pemberian  
Cara pemberian obat yang tepat seperti dalam obat Antasida 
seharusnya dikunyah dulu baru ditelan dan antibiotik tidak boleh dicampur 
dengan susu karena akan membentuk ikatan sehingga menjadi tidak dapat 
diabsorpsi sehingga menurunkan efektifitasnya (Kemenkes RI, 2011) 
6) Tepat interval waktu pemberian  
Cara Pemberian obat hendaknya dibuat sederhana mungkin dan 
praktis agar mudah ditaati oleh pasien. Makin sering frekuensi pemberian 
obat per hari (misalnya 4 kali sehari) semakin rendah tingkat ketaatan 
minum obat. Obat yang harus diminum 3 x sehari harus diartikan bahwa 
obat tersebut harus diminum dengan interval setiap 8 jam (Kemenkes RI, 
2011) 
7) Tepat lama pemberian  
Lama pemberian obat harus tepat sesuai penyakitnya masing-masing. 
Pemberian obat yang terlalu singkat atau terlalu lama dari yang seharusnya 
akan berpengaruh terhadap hasil pengobatan (Kemenkes RI, 2011) 
8) Tepat penilaian kondisi pasien 
Kesesuaian pemilihan obat yang mempertimbangkan keadaan pasien 
sehingga tidak menimbulkan kontraindikasi kepada pasien secara individu. 
Ketepatan pasien perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan 
dalam pemberian obat kepada pasien yang tidak memungkinkan 
penggunaan obat tersebut atau keadaan yang dapat meningkatkan resiko 
efek samping obat (Untari et al., 2018) 
9) Tepat penyerahan obat (dispensing)  
Penggunaan obat rasional melibatkan juga dispenser sebagai penyerah 




Apotek atau tempat penyerahan obat di puskesmas, Apoteker/asisten 
Apoteker menyiapkan obat yang dituliskan per resep pada lembar resep 
untuk kemudian diberikan kepada pasien. Proses penyiapan dan 
penyerahan harus dilakukan secara tepat, agar pasien mendapatkan obat 
sebagaimana harusnya. Dalam menyerahkan obat juga petugas harus 
memberikan informasi yang tepat kepada pasien (Kemenkes RI, 2011). 
10) Tepat informasi  
Kejelasan informasi tentang obat yang harus diminum atau digunakan 
pasien akan sangat mempengaruhi ketaatan pasien dan keberhasilan 
pengobatan. Informasi yang diberikan meliputi nama obat, aturan pakai, 
lama pemakaian, efek samping yang ditimbulkan oleh obat tertentu, dan 
interaksi obat tertentu dengan makanan (Kemenkes RI, 2011) 
11) Waspada terhadap efek samping  
Pemberian obat potensial menimbulkan efek samping, yaitu efek tidak 
diinginkan yang timbul pada pemberian obat dengan dosis terapi 
(Kemenkes RI, 2011). 
12) Obat harus efektif, aman, tersedia, dan harga terjangkau dengan mutu 
terjamin. 
Untuk efektif dan aman serta terjangkau, digunakan obat-obat dalam 
daftar obat esensial. Pemilihan obat dalam daftar obat esensial didahulukan 
dengan mempertimbangkan efektivitas, keamanan dan harganya oleh para 
pakar di bidang pengobatan dan klinis. Untuk jaminan mutu, obat perlu 
diproduksi oleh produsen yang menerapkan CPOB (Cara Pembuatan Obat 
yang Baik) dan dibeli melalui jalur resmi. Semua produsen obat di 
Indonesia harus dan telah menerapkan CPOB (Kemenkes RI, 2011) 
13) Pasien patuh terhadap perintah pengobatan yang dibutuhkan 
Menurut Depkes RI (2011) Ketidaktaatan minum obat umumnya 
terjadi pada keadaan berikut: 
a. Jenis sediaan obat beragam 




c. Frekuensi pemberian obat per hari terlalu sering 
d. Pemberian obat dalam jangka panjang tanpa informasi 
e. Pasien    tidak    mendapatkan    informasi    yang    cukup    mengenai    
cara  menggunakan obat 
f. Timbulnya efek samping 
(Kemenkes RI, 2011) 
2.3.3 Faktor Penyebab Swamedikasi 
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh WHO bahwa kesadaran 
masyarakat untuk perawatan sendiri atau pengobatan sendiri (swamedikasi) 
merupakan faktor yang mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi obat-
obatan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor (Samosir et al., 2015), yaitu :  
1. Faktor sosial ekonomi  
Dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat berakibat pada 
semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin mudah mendapatkan akses 
informasi. Dikombinasikan dengan ketertarikan tingkat individu terhadap 
masalah kesehatan sehingga terjadi peningkatan untuk dapat berpartisipasi 
langsung terhadap pengambilan keputusan dalam masalah kesehatan 
(Samosir et al., 2015). 
2. Gaya hidup  
Kesadaran mengenai adanya dampak beberapa gaya hidup yang dapat 
berakibat pada kesehatan, membuat semakin banyak orang yang lebih peduli 
untuk menjaga kesehatannya dibandingkan harus mengobati bila terjadi 
penyakitnya kelak (Samosir et al., 2015). 
3. Kemudahan memperoleh produk obat  
Saat ini pasien dan konsumen lebih memilih kenyamanan membeli obat 
yang bisa diperoleh dimana saja, dibandingkan harus menunggu lama di 
rumah sakit atau klinik (Zeenot, 2013) 
4. Faktor kesehatan lingkungan  
Dengan adanya praktek sanitasi yang baik, pemilihan nutrisi yang tepat 




masyarakat untuk dapat menjaga dan mempertahankan kesehatan serta 
mencegah terkena penyakit (Zeenot, 2013). 
5. Ketersediaan produk baru  
Saat ini, semakin banyak tersedia produk obat baru yang lebih sesuai 
untuk pengobatan sendiri. Selain itu, ada juga beberapa produk obat yang 
telah dikenal sejak lama serta mempunyai indeks keamanan yang baik, juga 
telah dimasukkan ke dalam kategori obat bebas, membuat pilihan produk obat 
untuk pengobatan sendiri semakin banyak tersedia (Zeenot, 2013). 
2.3.4 Obat dan Penggolongannya Dalam Swamedikasi 
Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 919 tahun 1993 
tentang Obat Tanpa Resep, yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat 
wajib Apotek (OWA) dan suplemen makanan yang dapat diberikan oleh 
Apoteker kepada pasien di Apotek tanpa resep dokter (Fajarini, 2020). 
a. Obat bebas  
Obat bebas atau sering juga disebut OTC (Over The Counter) adalah 
obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda 
khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau. Zat yang 
terkandung di dalamnya cenderung aman dan memiliki efek samping yang 
rendah (Rizal et al., 2019).  
 
Gambar 2. 1 Obat bebas 
b. Obat bebas terbatas 
Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras 
tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai 
dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas 
terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam ( Dewi et 





Gambar 2. 2 Obat bebas terbatas 
 
Gambar 2. 3 Peringatan obat bebas terbatas 
c. Obat wajib Apotek  
Obat wajib Apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh 
Apoteker kepada pasien di Apotik tanpa resep dokter. Obat wajib apotik 
dalam pemberian nanti harus dicatat terkait data pasien dan penyakit yang 
diderita oleh Apoteker (Depkes RI, 2007). Berdasarkan Permenkes (1993) 
dalam (Dewi, 2017), kriteria obat yang dapat diserahkan :  
1. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di 
bawah usia 2 tahun dan orang tua diatas 65 tahun.  
2. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada 
kelanjutan penyakit. 
3. Penggunaan tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan 
oleh tenaga kesehatan.  
4. Obat dimaksud memiliki rasio keamanan yang dapat 
dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. 
2.3.5 Keuntungan dan Kerugian Swamedikasi 
Dalam melaksanakan swamedikasi terdapat keuntungan dan kerugian, yaitu: 
1. Keuntungan 
Keuntungan swamedikasi menurut (Widayati, 2008) dalam 
(Musdalipah et al., 2018) menggunakan obat bebas dan obat bebas terbatas 




1. Aman bila digunakan sesuai dengan aturan dan aman karena obat yang 
dipakai adalah obat yang telah melewati serangkaian pengujian dan 
tertera aturan (dosis) pemakaian obat, dan meringankan beban pemerintah 
dalam keterbatasan jumlah tenaga dan sarana kesehatan di masyarakat 
2. Efektif untuk menghilangkan keluhan (karena 80% keluhan sakit bersifat 
self-limiting) 
3. Efisiensi biaya 
4. Efisiensi waktu 
5. Lebih mudah karena pengobatan dilakukan sendiri menggunakan obat-
obat yang mudah diperoleh. 
6. Kerugian 
Menurut (WHO, 1985) dalam (Aswad et al., 2019) terdapat dampak 
buruk dari pelaksanaan swamedikasi antara lain : 
1. Dapat menimbulkan masalah kesehatan akibat kesalahan pengobatan 
2. Timbul efek samping yang merugikan 
3. Kelebihan pemakaian obat atau over dosis 
Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengobatan menurut (Depkes RI, 
2009a) pekerjaan Kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, 
keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta 
keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan Sediaan 
Farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan kemanfaatan, 
dan mutu. 
2.4 Tinjauan Tentang Mutu Pelayanan  
2.4.1 Definisi Mutu Pelayanan 
Mutu pelayanan menurut Tjiptono (2004) merupakan aspek vital dalam 
rangka bertahan dalam bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dimana 
ketika konsumen merasa mutu pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tertentu 




melakukan pembelian ulang serta bisa merekomendasikan kepada orang lain 
untuk membeli di tempat yang sama (Putri, 2017). 
2.5 Tinjauan Tentang Kepuasan Pasien 
2.5.1 Definisi Kepuasan Pasian 
Menurut Pohan (2006) Kepuasan pasien adalah suatu tingkat perasaan 
pasien yang timbul sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan yang diperoleh 
setelah pasien membandingkan dengan apa yang dirasakan. Pasien akan merasa 
puas apabila kinerja layanan kesehatan yang diperoleh sama atau melebihi 
harapan (Handayani, 2016).  
2.6 Pengukuran Kepuasan Konsumen ( Pasien) 
2.6.1 Metode Service Quality ( Servqual) 
Menurut konsep Service Quality oleh (Parasuraman et al., 1988), kualitas 
pelayanan memliki 5 dimensi. yaitu : 
a. Kehandalan (Reliability) adalah Kemampuan memberikan layanan yang 
dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan artinya para karyawan 
memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan (Marlina 
dan Bimo, 2018) 
b. Ketanggapan (Responsiveness) adalah suatu kemauan untuk membantu dan 
memberikan pelayanann yang cepat dan tepat kepada pelanggan serta 
menyampaikan infiormasi yang jelas (Kusumaningtyas, 2016) 
c. Kepastian/Jaminan (Assurance) adalah perilaku para karyawan mampu 
menumbuhkan kepercayaan pelanggan dan perusahaan bisa menciptakan 
rasa aman bagi para pelanggannya. Dalam hal ini perilaku karyawan yang 
dimaksud adalah dengan bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan 
keterampilannya dalam menangani setiap pernyataan atau masalah 
pelanggan (Hindarwati & Jayasari, 2014). 
d. Empati (Emphaty) menurut Tjiptono (2006) merupakan kemudahan dalam 
melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan 




hendaknya dapat mengelola waktu agar mudah dihubungi, baik melalui 
telepon ataupun bertemu langsung (Winarno & Absor, 2018). 
e. Berwujud/ Bukti Langsung (Tangible) adalah kemampuan suatu 
perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. 
Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang 
dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata 
dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas 
fisik (Contoh: Gedung, gudang, dan lain-lain), perlengkapan dan peralatan 
yang digunakan (teknologi) serta penampilan pegawainya  (Paisal & 
Afrizawaty, 2017). 
2.6.2 Metode Importence Performance Quality (IPA) 
Metode Importance Performance Analysis (IPA) pertama kali 
diperkenalkan oleh Martilla dan James (1977) dengan tujuan untuk mengukur 
kepuasan pelanggan dalam produk atau jasa. Pendekatan IPA adalah untuk 
mengenali kepuasan sebagai fungsi dari seberapa penting sebuah produk atau jasa 
buat konsumen dan kinerja bisnis dalam penyediaan jasa atau produk (Repi et al., 
2014) 
Untuk mengetahui tingkat kualitas tersebut Menurut Supranto (2011), 
dengan menggunakan Tingkat Kesesuaian. Tingkat kesesuaian adalah hasil 
perbandingan skor kinerja dan kepentingan (harapan). Tingkat kesesuaian inilah 
yang akan menentukan urutan prioritas peningkatan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepuasan pelanggan. 







Xi = Rata-rata  tingkat kinerja seluruh faktor atau pelayanan 
Yi  = Rata-rata tingkat kepentingan/harapan  
A. Kuadran A (prioritas utama) 
Kuadran ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap 
penting oleh pelanggan, tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum 
sesuai dengan harapan pelanggan (tingkat kepuasan yang diperoleh masih 
rendah). Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus 
ditingkatkan (Suhendra & Prasetyanto, 2016). 
B. Kuadran B (Pertahankan Prestasi)  
Kuadran B adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap 
penting oleh pelanggan, dan faktor-faktor yang dianggap pelanggan sudah 
sesuai dengan yang dirasakannya sehingga tingkat kepuasannya relatif lebih 
tinggi. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus tetap 
dipertahankan karena semua variabel ini menjadikan produk atau jasa 
unggul di mata pelanggan (Nugraha et al., 2014). 
C. Kuadran C (Prioritas Rendah)  
Kuadran Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap 
kurang penting dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. 
Peningkatan variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran ini dapat 
dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang 
dirasakan oleh pelanggan sangat kecil (Hakim et al., 2014). 
D. Kuadran D (Berlebihan) 
Kuadran D  adalah kuadran yang mendapat pelayanan yang berlebihan 
dan kurang dianggap penting oleh pelanggan. Variabel dalam kuadran ini 
dapat diturunkan pelayanannnya untuk menghemat biaya ( Dewi et al., 2018). 
  
